BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya mengenai analisis penyusunan
anggaran dan realisasi belanja pada Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sumatera
Barat. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan‘pemerintahan yang baik (good governance) salah satu
bagian penting yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki
transparansi dan akuntabilitas keuangan negara yang diwujudkan dalam
penyusunan anggaran kerja dengan tahapan pengelolaan keuangan yang
dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban anggaran untuk menjamin dan meningkatkan kualitas
atas pengelolaan keuangan.

2. Proses penyusunan anggaran merupakan proses penyusunan rencana kerja
jangka pendek, dengan penentuan jumlah alokasi dan tiap-tiap program
aktivitas' dalam' satuan 'moneter.. -Anggaran . harus diarahkan untuk
mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan
efektivitas perekonomian, dan harus memerhatikan rasa keadilan dan
kepatuhan yang merupakan tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi
distribusi pada anggaran daerah.

3. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran

adalah membuat Laporan Realisasi Anggaran. Laporan tentang realisasi



pelaksanaan anggaran harus dilengkapi dengan analisa perbandingan
antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode, sehingga dapat
diketahui penyimpangan-penyimpangan dan sebab- sebab terjadinya
penyimpangan tersebut.

Penyusunan anggaran pada BPS dimulai dari penyusunan Rancangan
Kerja Anggaran (RKA) atau yang dikenal dengan Rencana Kerja Badan
Pusat_Statistik (Renja-BPS) di tingkat, subdirektorat/ bagian/ bidang/
fungsional yang selanjutnya diajukan kepada Direktur/Kepala
Biro/Inspektur/Kepala Pusat dan yang setingkat untuk menentukan urgensi
dan skala prioritas kemudian dikompilasi menjadi satu RKA. Penyusunan
RKA ini agar dikoordinasikan pada tingkat Sestama/lrtama/Deputi untuk
dievaluasi guna menghindari duplikasi rencana, dan pengabaian rencana
yang dinilai penting. Setelah disetujui oleh Sestama/lrtama/Deputi, RKA
dikirim ke Biro Bina Program ditujukan ke Bagian Penyusunan Rencana
untuk dilakukan kompilasi, dievaluasi, lalu disusun sebagai Draft
Rancangan Rencana Kerja-BPS., Rancangan Renja-BPS yang telah
mendapat persetujuan Pimpinan BPS selanjutnya diajukan ke Kementerian
Keuangan, Bappenas dan DPR untuk mendapatkan persetujuan baik dari
segi teknis maupun perkiraan pembiayaannya, dan seterusnya sehingga
diperolen DIPA BPS. Setelah itu DIPA BPS dapat digunakan untuk belanja
dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan.

Realisasi anggaran belanja BPS Provinsi Sumatera Barat pada tahun

anggaran 2015 yaitu 94.14 % dari yang dianggarkan. Dengan rincian



realisasi belanja pegawai 99,51% dari yang dianggarkan, realisasi belanja
barang 88,35 % dari yang dianggarkan, dan realisasi belanja modal sebesar
99,31 % dari yang dianggarkan. Dengan Ini berarti program dan kegiatan
yang direncanakan pada tahun 2015 secara umum telah terlaksanakan
dengan efektif. Karna dapat dilihat dari penyerapan dana anggaran belanja
yang mencapai diatas 90 %.

Realisasi anggaran belanja |BPS Provinsi Sumatera Barat pada tahun
anggaran 2016 yaitu 85,93 % dari yang dianggarkan. Dengan rincian realisasi
belanja pegawai 96,04 % dari yang dianggarkan, realisasi belanja barang
74,03 % dari yang dianggarkan, dan realisasi belanja modal sebesar 77,24 %
dari yang dianggarkan. Dibandingkan dengan TA 2015, realisasi belanja TA
2016 mengalami penurunan sebesar 37,55 % hal ini disebabkan karena
adanya gaji ke-14 dan tunjangan Hari Raya serta kenaikan pangkat dan
KGB pegawali, belanja barang yang mengalami penghematan anggaran
yang dilakukan pemerintah (Self Blocking), dan realisasi belanja modal
pada tahun 2016  hanya, perencanaan pemagaran gedung Kkantor,
pembangunan mushola, dan penataan halaman gedung kantor sedangkan
pada tahun 2015 adanya penyelesaian pekerjaan pembangunan kantor dan
penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung kantor.
Realisasi anggaran belanja BPS Provinsi Sumatera Barat pada tahun
anggaran 2017 yaitu 91,62 % dari yang dianggarkan. Dengan rincian realisasi
belanja pegawai 98,54 % dari yang dianggarkan, realisasi belanja barang

88,00 % dari yang dianggarkan, dan realisasi belanja modal sebesar 90,57 %



5.2 Saran

dari yang dianggarkan. Dibandingkan dengan TA 2016, Realisasi Belanja
TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 91,62 % dibandingkan realisasi
belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pemotongan
Tunjangan Kinerja dan sedikitnya belanja uang makan dibandingkan tahun
2016. Sedikitnya uang makan disebabkan karena banyaknya kegiatan
pelatihan yang banyak mengikat pegawai pada tahun 2017, adanya
kegiatan besar pada tahun<niyyakni SE-2016 Lanjutan dan adanya kegiatan
Teknis, pelatihan dan Rapat Teknis Daerah pada tahun ini, dan realisasi
belanja modal yang pada tahun 2017 berupa Pengadaan Genset,
Rehabilitasi Gedung Kantor, Rehabilitasi Pagar Kantor dan Penataan
halaman Kantor.

Dari persentase rasio antara realisasi dengan anggaran total belanjanya
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumbar Tahun 2015 sebesar 94,14%, dan
mengalami penurunan pada Tahun 2016 menjadi sebesar 85,93%, dan
mengalami peningkatan pada Tahun 2017 sebesar 91,62%, hal ini
menunjukkan penyerapan dana anggaran belanja pada tahun anggaran
2015-2017 mengalami fluktuasi/ naik-turun namun cenderung

meningkat.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu instansi

pemerintah yang berkompeten untuk meningkatkan kinerja karyawannya dalam

bekerja dan memberikan data yang tepat dan akurat untuk mencerdaskan bangsa.

Dalam hal ini penulis ingin memberika beberapa saran, dan semoga dapat berguna



bagi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang.
Diharapakan kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat agar dapat
memaksimalkan atau memanfaatkan lagi penggunaan anggaran yang diperoleh
dari pemerintah agar menjadi lebih baik dalam menghasilkan data yang bisa
dimanfaatkan oleh pemerintah dan juga masyarakat untuk memperbaiki kehidupan

negara dimasa yang datang dan juga data yang mencerdaskan bangsa.



